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ANGGARAN

(RBA)

<

UIN FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wh.

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga Pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan
Anggaran telah selesai dibuat. Pedoman ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan
penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran di lingkungan Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri pada Kementerian Agama memiliki
beragam karakter untuk mencapai visi dan misi Universitas, oleh karena itu diperlukan
Pedoman Perencanaan Rencana Bisnis dan Anggaran untuk mencapai visi dan misi dalam
pengelolaan Badan Layanan Umum yang akuntabel..

Kami berharap Pedoman ini bisa menambah pengetahuan pembaca, serta dijadikan
sebagai petunjuk pelaksanaan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran. Namun terlepas dari
itu, kami memahami bahwa pedoman masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu
kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi terciptanya kesempurnaan
dalam Pedoman ini.

Wassalaamu’alaikum Wr, Wh.

Maret 2023
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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR: TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang

Mengingat
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: a.bahwa dalam upaya implementasi Rencana Strategi Bisnis Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka perlu di
implementasikan melalui Rencana Bisnis Anggaran;

b.bahwa Rencana Strategis Bisnis Anggaran merupakan acuan bagi

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam
melaksanakan program dan kegiatan Badan Layanan Umum;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas
Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu.

: 1.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor
1244);

Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita
Negara Republik Indonesia);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

KELIMA
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7. Keputusan Direktorat Jenderal Kementerian Agama Republik
Indonesia Nomor 4475 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022/ tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 129/PMK.05/2020
tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layananan Umum;

9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
2/PB/2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis
dan Anggaran Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
BISNIS DAN ANGGARAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU..
Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan
ini.
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada
anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
tahun anggaran 2023 sesuai Standar biaya masukan dan peraturan
yang berlaku.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

JIVERSITAS ISLAM NEGERI
A\
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BAB 1
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
Badan Layanan Umum merupakan konsep baru dalam meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Pembentukan
BLU didasarkan pada keinginan agar instansi pemerintah yang memberikan layanan
kepada masyarakat dapat berkinerja dengan prima setara dengan layanan serupa yang
dilakukan oleh sektor lain di luar pemerintah. Namun, harapan layanan prima yang
diildam-idamkan terkadang menghadapi kendala berupa terbatasnya pendanaan yang
diperoleh dari negara. Semangat untuk dapat memberikan layanan prima tersebut yang
kemudian mencetuskan ide adanya unit di lingkungan pemerintah yang dilengkapi
kekhususan dalam pemberian layanan. Kekhususan atau fleksibilitas tersebut yang
kemudian membedakan antara BLU dengan instansi pemerintah lain yang statusnya
non-BLU atau satuan kerja (satker) biasa.

Dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan
menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas berdasarkan Undangundang No 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69, maka
diperlukan manajemen keuangan berbasis kinerja yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan
peningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan
praktek bisnis yang sehat.

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu perlu melalukan perubahan mendasar
sehingga lebih mandiri dan mampu berkembangan menjadi lembaga yang berorientasi
terhadap kepuasan pelanggan. Untuk mewujudkan itu, UIN Fatmawati Sukarno

Bengkulu akan menyusun Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum sesuai dengan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan 69.
Undang-Undang tersebut mengatur koridor baru dalam pengelolaan keuangan yang
berbasis kinerja dan penganggaran yaitu pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum atau yang disingkat menjadi BLU, dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor
23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Dalam
pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 disebutkan bahwa instansi
pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada
masyarakat, termasuk pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan
menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Pengelolaan keuangan BLU UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bertekad untuk
menuju good university governance dengan menerapkan pola tata kelola dengan baik.
Sebagai salah satu cara untuk mewujudkan itu, maka perlu dibuat Pedoman dalam
penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran yang diharapkan ke depan UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu dapat mewujudkan cita-cita menjadi lembaga yang mandiri dan
otonom untuk memenuhi tuntutan sebagai BLU ataupun PTNBH sesuai dengan
peraturan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. TUJUAN
Tujuan penyusunan pedoman ini adalah memudahkan mekanisme dalam

penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Universitas Islam Negeri

Fatmawati Sukarno Bengkulu berdasarkan peraturann yang berlaku.

3. DASAR HUKUM
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
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f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan PP No 23 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan BLU;

h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022/ tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Badan Layananan Umum;

j.  Peraturan Menteri Agama Nomor 38 tahun 2021 tentang Statuta UIN Fatmawati
Sukarno Bengkulu;

k. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu;

l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan
Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan
Dewan Pengawasan pada Badan Layanan Umum;

n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.2/2006 tentang Pedoman Penetapan
Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawasan, dan Pegawai Badan
Layanan Umum;

0. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2022 tentang

Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum.

4. DAFTAR ISTILAH
a. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan

pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas

b. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya

disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian
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Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga;

c. Rencana Strategis Bisnis BLU yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen
perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Pemimpin BLU dengan mengacu
kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga;

d. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja,
dan anggaran suatu BLU;

e. RBA Definitif adalah RBA yang telah disesuaikan dengan RKA-K/L dan Peraturan
Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah
disahkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga;

f. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan BLU yang selanjutnya disebut DIPA
Petikan BLU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran per Satker BLU yang dicetak secara otomatis
melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana
penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai
dasar dalam pelaksanaan kegiatan Satker BLU;

g. Pola Anggaran Fleksibel adalah pola anggaran yang belanjanya dapat bertambah atau
berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau
berkurang setidaknya proporsional;

h. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang
diperkenankan melampaui anggaran dalam DIPA Petikan BLU;

i. Ikhtisar RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan program, kegiatan dan sumber
pendapatan, dan jenis belanja serta pembiayaan sesuai dengan format RKA-K/ L dan

format DIPA Petikan BLU.
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BABII
RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)

1. PRINSIP PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

Prinsip dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran hal-hal yang perlu

diperhatikan adalah:

a.

Badan Layanan Umum menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada RSB UIN
Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dalam penyusunan RBA paling sedikit memuat:

1) seluruh program dan kegiatan;

2) Indikator kinerja utama;

3) Target kinerja;

4) Kondisi kinerja BLU tahun berjalan;

5) Asumsi mikro dan makro;

6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan;

7) Estimasi saldo awal kas dan estimasi saldo akhir kas BLU;

8) Perkiraan beban;

9) Prakiraan maju ( forward estimate); dan

10) Ambang batas.

RBA Ditandatangani oleh Pemimpin BLU/Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Dan Dewan Pengawas;

Dalam hal BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas, RBA ditandatangani oleh
Pemimpin BLU/ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;

Target kinerja dalam RBA merupakan target yang terukur, dapat dicapai,
relevan dengan tenggat waktu yang jelas berdasarkan kemampuan dan
potensi BLU yang dijabarkan dalam aktivitas-aktivitas yang akan
dilakukan BLU disertai dengan indikator keberhasilan dan kebutuhan

anggarannya;
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f. Perhitungan pendapatan dan belanja pada RBA disusun berdasarkan: basis
kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya dan
kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan
diterima;

g. Basis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara target
kinerja yang direncanakan dan biaya yang dibutuhkan termasuk pemenuhan

pendanaannya, serta efisiensi dalam pencapaian kinerja;

2. PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA BISNIS ANGGARAN (RBA)
a. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dalam rangka Penyusunan

Pagu Indikatif:

1) Pemimpin BLU/Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu menyampaikan RBA
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan
Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. pejabat eselon 1 yang ditunjuk
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pembina teknis paling lambat pada
akhir Desember, 2 (dua) tahun sebelum tahun pelaksanaan RBA.

2) Dalam hal BLU menyusun RBA menggunakan standar biaya berdasarkan
perhitungan akuntansi biaya, penyampaian RBA disertai dengan usulan
standar pelayanan minimal, tarif layanan, dan/atau standar biaya
tersebut dengan dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTIM).

3) Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perbendaharaan

melakukan analisis terhadap RBA.

b. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran yang Merupakan Bagian dari
Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga:
1) Dalam rangka peggabungan ke dalam RKA-KL, RBA disertai iktisar RBA.
2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu mencantumkan rencana penerimaan dan
pengeluaran yang tercantumdalam RBA ke dalam pendapatan, belanja, dan
pembiayaan dalam ikhtisar RBA termasuk belanja dan pengeluaran

pembiayaan yang didanai dari saldo awal kas.
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3) Rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicaritumkan dalam
[khtisar RBA dihitung berdasarkan basis kas.

4) Rencana pendapatan BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar RBA
mencakup pendapatan penerimaan negara bukan pajak BLU dan
pendapatan Hibah BLU.

5) Rencana belanja BLU yang dicantumkan ke dalam Ikhtisar mencakup
semua belanja BLU, termasuk belanja yang didanai dari anggaran
pendapatan dan belanja negara (Rupiah Murni), belanja yang didanai dari
penerimaan negara bukan pajak BLU, belanja yang didanai dari pendapatan
hibah BLU, penerimaan pembiayaan, dan belanja yang didanai dari saldo
awal kas.

6) Rencana belanja BLU dicantumkan ke dalam I[khtisar RBA dalam 3 (tiga)
jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja
modal.

7) Rencana pembiayaan mencakup semua penerimaan pembiayaan BLU dan
pengeluaran pembiayaan BLU.

8) Rencana penerimaan pembiayaan BLU paling sedikit meliputi penerimaan
yang bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang,
dan/atau penerimaan kembali/penjualan investasi jangka panjang BLU.

9) Rencana pengeluaran pembiayaan BLU paling sedikit meliputi
pengeluaran untuk pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi
jangka panjang dan/atau pemberian pinjaman.

10) Pengeluaran pembiayaan BLU yang dicantumkan dalam Ikhtisar RBA
merupakan pengeluaran pembiayaan BLU yang didanai dari anggaran
pendapatan dan belanja negara (Rupiah Murni) tahun berjalan, penerimaan
negara bukan pajak BLU, dan pendapatan hibah BLU.

11) Pengeluaran pembiayaan BLU yang didanai dari anggaran pendapatan dan
belanja negara (Rupiah Murni) tahun berjalan yang telah tercantum dalam
DIPA selain DIPA Petikan BLU, atau anggaran pendapatan dan belanja

negara (Rupiah Murni) tahun lalu dan telah dipertanggungjawabkan dalam
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pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara
sebelumnya, tidak dicantumkan dalam Ikhtisar RBA.

12) Format Ikhtisar RBA sebagaimana terlampir.

13) RBA dan Iktisar RBA yang telah disetujui dan ditandatangani oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga diajukan kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran yang merupakan bagian RKAL.

14) Pengajuan RBA dan Ikhtisar RBA dilaksanakan sesuai dengan jadwal dalam
ketentuan penyusunan RKA-K/L.

15) Selain mengacu pada RSB, dalam menyusun RBA yang merupakan bagian
dari RKA/KL juga mengacu pada Pagu Anggaran K/L tahun RBA serta
mempertimbangkan hasil analisis oleh Direktorat Jenderal

Perbendaharaan.

C. Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dalam rangka Penyusunan
Pagu Depenitif.
1) Pemimpin BLU melakukan penyesuaian atas RBA yang merupakan

bagian dari RKA-K/L menjadi RBA Definitif setelah Peraturan Presiden

mengenai Rincian Anggaran Belanja Pemerintah ditetapkan dengan

memperhatikan arah indikator kinerja (Key Performance Indicator) BLU
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dengan mengacu

a. Tema dan fokus anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. Kebijakan Pemerintah; dan/ atau;

c. pemenuhan layanan dasar (kesehatan, pendidikan, dan perumahan),
pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan
pengentasan kemiskinan.

2) RBA Definitif ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas,
serta disetujui Menteri/Pimpinan Lembaga.

3) Dalam hal BLU tidak memiliki Dewan Pengawas, RBA Definitif
ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan pejabat yang ditunjuk
Menteri/Pimpinan Lembaga, serta disetujui Menteri/Pimpinan

Lembaga.
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4) Menteri/Pimpinan Lembaga dapat melimpahkan kewenangan untuk
memberikan persetujuan terhadap RBADefinitif.

5) Pemimpin BLU menyampaikan RBA Definitif kepada Menteri Keuangan
c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lambat minggu kedua
bulan Januari tahun pelaksanaan RBA.

6) RBA Definitif merupakan dasar dalam melakukan aktivitas/kegiatan
BLU.

7) RBA Definitif digunakan juga sebagai acuan dalam menyusun DIPA
Petikan BLU.

8) RBA Definitif dapat dilakukan revisi antara lain dalam hal:

a. Terlampauinya target penerimaan negara bukan pajak BLU;

b. Penggunaan saldo awal kas untuk menambah pagu belanja;
dan/atau:

c. Perubahan target kinerja BLU.

9) Kewenangan pengesahan revisi RBA Definitif:

a. Setiap revisi RBADefinitif harus ditandatangani oleh Pemimpin
BLU;

b. Dalam hal revisi RBA Definitif untuk belanja yang melebihi pagu
DIPA Petikan BLU baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun
melebihi ambang batas fleksibilitas; dan/atau penggunaan saldo
awal kas harus diketahui oleh Dewan Pengawaslpejabat yang
ditunjuk Menteri/Pimpinan Lembaga dalam hal BLU tidak memiliki
Dewan Pengawas.

c. Usulan Revisi RBA depenitif disampakain kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga dan Menteri Keuangan «c¢q. Direktur Jenderal

Perbendaharaan.
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3. Prosedur Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Fakultas/Bagian/Unit:

d.

Rektor/KPA menyampaikan Surat Permintaan kepada Fakultas/Bagian/Unit
Untuk Menyampaikan RBA;

Fakultas/Bagian/Unit menyampaikan Berkas dan Data Usulan RBA;
Rektor/KPA Menerima dan Mendisposisi Usulan RBA kepada Wakil Rektor II,
Karo AUAK, Bagian Perencanaan untuk ditelaah untuk selanjutnya direkap oleh
bagian perencaaan untuk disampaikan kepada SPI untuk direview;

Bagian Perencanaan menerima Hasil telaah dan menyampaikan kepada
Fakultas/Bagian/Unit untuk diperbaiki (bila ada) untuk selanjutya
ditandatangani Rektor; dan

Mengirimkan data RBA yang telah direview SPI kepada Eselon I dan

Kementerian Keuangan.

15| Page



BAB III
PENUTUP

Pedoman ini disusun dengan harapan dapat dijadikan sebagai panduan yang
memudahkan mekanisme dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu berdasarkan peraturan yang
berlaku, sehingga program dan anggaran yang diusulkan menjadi lebih berkualitas,

efektif, dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demi mencapai kesempurnaan, Pedoman ini akan dievaluasi setiap

perkembangan/perubahan peraturan dan dinamika dalam penerapannya.
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LAMPIRAN



LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 2 /PB/2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN
LAYANAN UMUM

FORMAT RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM ...
TAHUN ANGGARAN 20XX

RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat uraian ringkas mengenai kinerja layanan dan keuangan BLU tahun berjalan dan
kinerja tahun RBA (20XX) yang hendak dicapai, termasuk asumsi-asumsi penting yang
digunakan, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhi
pencapaian target kinerja BLU. Pada bagian ini juga memuat penjelasan secara singkat
adanya upaya produktivitas, efisiensi, inovasi, dan keselarasan/kesesuaian pada kinerja
BLU tahun RBA.

BAB I PENDAHULUAN
1. Umum
a. Penjelasan singkat mengenai landasan hukum keberadaan BLU.
b. Layanan dan/atau karakteristik kegiatan BLU.
2. Visi dan Misi BLU

a. Visi dan misi BLU.

b. Gambaran umum kondisi BLU di masa mendatang.

c. Upaya yang akan dilakukan BLU dalam mencapai visi dan misi, mencakup
uraian produk/jasa yang akan diberikan, sasaran pasar, dan kesanggupan
meningkatkan mutu layanan.

d. Budaya kerja organisasi yang diterapkan BLU.

3. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU :
Memuat susunan dan uraian tugas Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas BLU.

BAB II RENCANA KINERJA BLU
1. Gambaran Kondisi BLU TA 20XX
a. Faktor yang mempengaruhi
Antara lain dapat menggunakan asumsi makro dan asumsi mikro yang relevan.
b. Kondisi internal BLU. ]
Antara lain kondisi keuangan, layanan, indikator kinerja utama, dan Sumber
Daya Manusia (SDM).
c. Kondisi eksternal BLU.
BLU melakukan analisis atas kondisi internal dan eksternal, kekuatan, kelemahan,
peluang, dan tantangan.
2. Rencana Kinerja Layanan BLU
Memuat informasi kinerja layanan TA 20XX-2 (target dan realisasi saat penyusunan
RBA ditambah prognosa sampai dengan akhir tahun), TA 20XX-1 (target), dan TA
20XX (target).
3. Rencana Kinerja Keuangan
Tabel yang harus disajikan adalah:
* Rincian pendapatan per unit kerja.
Memuat informasi pendapatan per unit kerja TA 20XX-2 (target dan realisasi
saat penyusunan RBA ditambah prognosa sampai dengan akhir tahun), TA
20XX-1 (target), dan TA 20XX (target).
» Rincian belanja per unit kerja.
Memuat informasi belanja per unit kerja TA 20XX-2 (target dan realisasi saat
penyusunan RBA ditambah prognosa sampai dengan akhir tahun), TA 20XX-1
(target), dan TA 20XX (target).
Kebutuhan BLU merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program,
kegiatan, dan klasifikasi rincian output.
= Rincian pengelolaan dana khusus (jika ada).
Memuat informasi pengelolaan dana khusus TA 20XX-2 (target dan realisasi saat
penyusunan RBA ditambah prognosa sampai dengan akhir tahun), TA 20XX-1
(target), dan TA 20XX (target).
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